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5ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

bawa Besar yang memeriksa dan mengadili
pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

BENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam,
' D3, pekerjaan bidan honorer, tempat kediaman di
nangguar B, Rt.012 / Rw.006, Desa Lenangguar,

tan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, sebagai

melawan

RGUGAT Bin A.TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan tenaga kontrak PKH (Dinas Sosial), tempat
kediaman di Dusun Lenangguar B, Rt.012 / Rw.006, Desa
Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
234/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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di Kecamatan Ropang, Kabupaten
ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
paten Sumbawa, Nomor : 0068/06/IX/2017,

afitara Penggugat dengan Tergugat tinggal

Di Desa Lenangguar, Kecamatan

Sumbawa, Kurang Lebih 5 Bulan, kemudian

a Penggugat di Dusun Lenangguar B, Rt.007 /

| Kecamatan Lenangguar, Kabupaten

H’M‘hll'k.,,_ , ﬁ. gbih 1 Tahun 5 Bulan.

‘{H ikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

'"h’?ﬁj Jalayaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang
rnama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Umur 7 Bulan, 2

Derjenis kelamin Perempuan.

4. Bahwa sekitar April 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagi yang disebabkan antara lain karena:
a.Tergugat tidak bertangung jawab dalam rumah tangga.
b.Tergugat sering Keluar rumah sampai tidak pulang.
c.Tergugat selalu ingin menang sendiri.
d.Tergugat mempuyai wanita Idaman Lain (WIL);

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Desember
2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini
antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal selama
kurang lebih 4 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
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ggar norma hukum dan norma agama maka
alternatief terakhir bagi Penggugat untuk

han Penggugat dengan Tergugat.

apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
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dalil-dalil gugatannya, Penggugat
Feag lan saksi-saksi sebagai berikut :

) | gfokopi tersebut ditandai dengan P1;
M QN

; ;'O, Kta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama
)’y 3 g, Kabupaten Sumbawa, Nomor 0068/06/1X/2017

RAMATS LL?

pfember 2017, bermeterai cukup dengan nazegelen
gl / , setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya
e pCok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai

Saksi 1, SAKSI PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Desa
Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak
kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dk bulan April 2018, rumah tangga Penggugat

dak harmonis karena Tergugat sering bertengkar

a Tergugat suka main perempuan;

ldn Tergugat berpisah tempat tinggal selama
an lamanya dan selama perpisahan tersebut

memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada

eluarga sudah pernah untuk menasehati Penggugat

dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, tetapi

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat karena
Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat
membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi 2, SAKSI PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT.08 RW.04 Desa
Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai

keponakan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
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ergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
bulan April 2018, rumah tangga Penggugat
k harmonis karena Tergugat sering bertengkar

Bahwa pihak keluarga sudah pernah untuk menasehati Penggugat
agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat karena
Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat
membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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IMBANGAN HUKUM

sud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

a persidangan hanya Penggugat yang selalu
tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
graturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
ngan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sekitar April
2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat suka
keluar rumah sampai tidak pulang dan Tergugat selalu ingin menag sendiri,
Tergugat mempunyai wanta idaman lain, akibat permasalahan tersebut sejak
bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
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adir di persidangan, namun karena perkara ini
enggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
aldengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
uk mendukung gugatannya, Penggugat telah
2.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan
urat dan saksi mana menurut Majelis Hakim
sebagai alat bukti sehingga dapat diterima
perkara ini;

berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat

um Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh

a Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
ntik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2017, relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 10 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Dony Kurnia bin Samsuddin dan Supiati binti Sahmin, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
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n saksi mengetahui secara langsung tentang
tangga Penggugat dan Tergugat berupa
n mulut dan perpisahan tempat tinggal yang
ergugat sebagaimana terurai di bagian duduk

dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT
TERGUGAT, Umur 7 Bulan, 2 Hari berjenis kelamin Perempuan.;
- Bahwa sekitar April 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagi yang disebabkan antara lain karena:Tergugat tidak bertangung jawab

dalam rumah tangga dan Tergugat sering Keluar rumah sampai tidak
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Pertengkaran tersebut pada akhir bulan
it dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
Tergugat telah Pisah Tempat tinggal selama
n selama itu pula Tergugat tidak pernah
bathin kepada Penggugat.

ergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
@rdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
ePagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada
rukun karena keduanya sudah tidak saling

fat , yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
afapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga

tersebut;
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Hda ant h Tergugat karena ketidakhadirannya di
Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus
ang telah terbukti dan selanjutnya dapat
onstitoir perkara a quo;

lasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
rumah tangga yang dialami Penggugat dan
rupa yang pada klimaksnya Penggugat
atu lagi dengan Tergugat, merupakan gqarinah
afperkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
sehingga sangat tidak memungkinkan untuk
telngga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-
ahun 1974 jo Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
ompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat
ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri
merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga,
dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh
karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah
perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya,
apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati
keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujutkan kerukunan
diantara suami-istri tersebut dalam mewujutkan rumah tangga yang tentram

dan bahagia;
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yang substansinya adalah ketidakrukunan

dntara suami-isteri dalam rumah tangga, yang

a dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan
ar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada
dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka
keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam
kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis
sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan
hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling
cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam

persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim
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silkan dan nasehat kepada Penggugat untuk
engan Tergugat, hal ini menunjukan bahwa
jgugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan
djelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan
katan batin lagi;

jelis Hakim berpendapat bahwa meskipun
gga Penggugat dan Tergugat tersebut ada
ertahankan (membiarkan) rumah tangga

am keadaan sebagaimana telah diuraikan di

dap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

-mengdi ¢ sendiri tidak ingin mempertahankan rumah

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat
wa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat
ahakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh
karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian

sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Bagarah ayat 229 yang

berbunyi:
4 . T= _—1-5% N\~ - S NT ? . =
&30l ey Lagile 7635 W6 alll 53833 Lagay V1 2iss §ls

Ql

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami
istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai
hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa
jika istri menebus dirinya untuk bercerai”;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian,
namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga
sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat
diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri

sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan
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hh sangat tidak senang terhadap suaminya,

kéin talak si suami”.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan
hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (onheelbare twespalt) serta
mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai
dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila
perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan
pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan
batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan
(vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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ana telah diubah pertama dengan Undang-

dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,
grnah hadir dalam persidangan, maka sesuai
R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa
flal mana sefaham dengan pendapat Ahli Figih
Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil
Agai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

1l or ot e laally
i55 el g Ol O] ils 2]

emutus perkara atas orang yang tidak berada di

di"atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal
119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan
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dsal dari peraturan perundang-undangan yang

) berkenaan dengan perkara ini;
ENGADILI

m j telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
i' ng, tidak hadir;

enggugat dengan verstek;

atu bain sughra Tergugat (TERGUGAT, Bin
adap Penggugat (PENGGUGAT Binti

a Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
16000,00 ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
umbawa Besar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Muijitahid, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi,S.H.l. dan Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi,S.H.l. Mujitahid, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

450.000,00

10.000,00
6.000.00
546.000:60

1M, ribu rupiah).
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